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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAZRAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NUMOR @ 11 TAHUN 1991

TENTANG |
PEMBENTUKAN, SUSUNAN CRGANISASI DAN TATAKERJA
. \ DINAS 2ERIWISATA KABUPATEN DAZRAH TINGKAT IT

HULU SUNGAI SELATAN,
DBENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- BUPATI KEPsLA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAT SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Utonomi dengan ti-

| " tik berat pada Daerah Tingkat II, d:perlukan peng
galian potensi-potensi Daersh diantaranya pengga-
lian sumber-sumber Bidang Kepariwisataan pada Ka-
bupaten Uaerah Tingkat IT Hulu Sungai Pelatan i

b.bahwa dalam usaha meningkatkan pengembangan Kepa-
riwisataan di Daerah sebagai salah satu usaha un-
tuk- pemerataan pendapatan dan pembgngunan perlu -
‘dibentuk JUinas Periwisata Kabupaten Daerah Ting -
kat II Hulu Sungai Pelatan ;

¢, bahwa untuk maksud $ersebut huruf a dan b konside
ran diatas, perlu diadakan Pembentukan, Susunan -
Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Kabupa

ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan

menetapkannya didalam suatu Peraturan Daerah .

' Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peneta-
pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten-
tang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok Pe
merintahan di Daerah ;

Dipindai dengan CamQcanner



-2 -

. +on Nomor 24 Tahun 1979 ¢
erl?tah o Pemerintahan D entang‘
ian urusan rem an alam B3

~

3, Peraturan Pgmb ;
J & an oeba i ‘ :
§:22°§:Eariwisataan kepada Daerah Tingkat T ;

n Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1974

4. Peratura raturan Daerah ;

tentang Bentuk Fe
, Negeri Nomor 363 Tapy
eputusan Menteri Dalam n 1g
o ?;pﬁentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organiggs;
dan Ta‘takerja Dinas Daerah ’ '

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaljp,,
tan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahg,
sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkay
I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisataan -

kepada Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Dae-
rah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

MEMUTUSKAN

" PERATURAN DABRAH KABUPATEN DAER-H TINGKAT II HULU

SUNGAT SELATAN TENTANG PENBENTUKAN,SUSUNA4N ORGAnI
SAST DAF TATAKERIA DINAS PARTWISATA KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II RULU SUNGAI SELLTAN,

ilenetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Eeraturan‘Daerah ini yang dimaksud dengan :

@ Daeran - ¢ adalah Kabupaten Daerah Tingkat II -
b C Hulu Sungai Selatan ;

, b Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah habupaten Jaerah -
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- ¢. Kepala Da?rah ' "t adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-
J II Hulu Sungui Selatan ;
d. Din: {wiaa
Thes Par;wlsata -+ adalah Dinas Pariwisats Kabupaten -

Daerah Tingkat II nulu Sungai Selatan;i
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e. Kepala Vinas : adalah Kepala Dinas Pariwisata Ka
bupnten D AT0h Tingkat 11 Hulu -
Sungai Selatan.

f. Cabang Pinas t adalah Cabang Dinas Pariwisata Ka
bupaten Daerah Tingkat 11 Hulu -
Sungai Selatan.

g+ Unit relaksana Tekni  : adalah Unit Yelaksana Teknis Di -
Diinas nas Pariwisata Kabupaten Daerah
Tingkat 1I Hulu Sungai Jelatan.
BAB II

P
iy

)

SBENTUKAN, KEDUOUKAN, TUGAS POKOK DAN PUNCSI
BAGIAN PERTAMA | '
Pasal 2
Deng.n Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata
Bagian Kedua
Kedudukan.
Pasal 3

(1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah-
dibidang Kapariw'iataan Daerah. ;

(2) Jinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Pinas yang -
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala “asrah,
sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi Sek
retaris vWilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Dinas rariwisatz mempunyai tugas pokok melaksanakan se-
bagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidung Kepariwisataan
dan tugas-tugas perbantuan yang diber$kan oleh Kepala vaerah
kepadanya . '
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' Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

s zs sebagaimana tersge;
Untuk menyeleﬁggarak?“.tggé as. Pariwisata 'nerreout Pagq)
4 dalam Peraturan Daerah ini, Y1n&s. Mempunyqy

-~

fungsi :
i 5 anaan teknis e {80 he
bingan, pembinaan, koordinasl tex 548=%ugag laj

)

. 2 P o a7 3 pe J
vang diserahkan Kepala Daerah sesual dengan zeraturant@r
Undang-Uncangan yang berlaku ; £
Melakukan pembinaan, penzawasan, pemantauan terh”daptma-

ha sarana wisata ;
Melakukan pendataan, pendaftaran dan pemberian izip usaha

sarana wisaciz ;

d. Menyusun program pembinaan, peleksanzan dan penge Olaan -
terh.dap obyek-obyek wisata dan pen _amanan kawasan Lokagi
wisata ;

e. Menyusun dan membuat laporan terh
san, pemantauan, pendataan, pendsa
dalam pengelolaan kepariwisataan Ja

B L B o
ORGAHNIS. ST

Pasal 6

(1) Sususan Orgzniisasi Dinas rariwisata terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagiin Tata Usahza :

¢. Seksi Szrana dan tisata Remaja ;

d, Seksi Obyek dan straksi iisataz :

&. Seksi Bimbingan Masyarakat dap informasi wisatza
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(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masiing-masing Seksi dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertang -
gung jawab langsung kepada Kepala VYinas .

(3) Bagan susunan urganisasi sebaguimana terlampir pada Pe
raturan Dacrch ini merupakan bagian yang tidak terpi -

sahkan,
BAB Iv
& SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKS1'SuKST DINAS PARIUISATA

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pagal T

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ke-
giatan pelayanan administragif kepada seluruh satuan orga
nisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugaslsebagaimana dimaksud pa -
sal 7 pada feraturan Daerah ini sub Bagian Tata Usaha mem
. punyai fungsi

&, Melzksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga dan su-
rat menyurat ;

b. Melaksanakan urusan kepegawaian ;
c. welaksanakan urusan pengelolaan keuangan .
Pasal 9
Sub Bagian Yata Usaha terdiri dari
a. Urusan Ymum ; | |
b. Urusan Kepegawaian ;
. ¢. Urusan Keuangan .
 Pasal 10

(1) Urusan Umum pempunyai tugas melaksanakan urusan ketata
usehaan, perlengkapan dan rumah tangga ;
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) Urusan Lepegawailan mempunya? tugas melgkukan kegigtan
pengelolaan urusan kepegawaian dan pemblnaan kesejah.
teraan pegawal ; .

: 1 tugas
(3) Urusun keuangan mempunyal
anggaran pembiayaan dan pengelolaan keuangan .

(

ra

melakukan perencanaap

‘;Bagian hedua
Seksi Sarana dan Wisata Remaja
Pasal 1
Seksi Sarana dan Wisata Remaja mempunyail tqgas :
Membantu dan mengawasi seluruh kegiaian padé usaha sa
rana Jisata dan \isata Remaja ;

- b. Menyiapkan rekomendasi dan memproses perizinan.

| . Pagsal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pa-
sal 11 Peraturan vJaerah ini, Seksi Sarana dan Wisata Re-
maja mempunyai fungsi
Membantu pelaksanaan seluruh kegiatan Wisata Remaja -
yang ada di Daerah ;
b. Mengawasi Jdan mengevaluasi seluruh sarana Usaha #lisa-

ta dan Wisata Remaja yang ada di Jacrah ;

S e

Ce ffnyiapkanﬂ?ekomendasidan memproses perizinan kegia-~ S
an Usaha Wisaga yang akan dilaksanakan. . J
Pasal 13 | |
 Seksi Sarana dan wisata Remaja terdiri dapi :
a. Sub Seksi Penginapan ; |
b. Sub Seksi Rumah Makan ;

c. Sub Sekgi Wisata Remaja .,
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Pasal 14

(1) Sub Seksi enginapan mempunyal tugas melaksanakan, meng
awasi dif memberikan izin terhadap segala bentuk usaha

penginapan ; o
(2)_ Sub Seksi Humah @ukan mempunyai.tugas melaksanakan,meng
awasi seluruh kegiatan Ysaha Rumah Makan ;

(3) Sub Seksi wWisata Remaja mempunyai tugas melaksanakan -
dun mengawasi semua bentuk usaha wisatn remaja =zgar ti-

mengarah kepada tujuan yang bersifat komersial .
v Begiaq Ketiga
Seksi Obyek dan Atraksi \-isata
© Pagal 15

Seksi Obyek dan Atraksi '!'-."Lsata mempunyai tugas
Memantau dan mengawasi kegiatan usaha ‘obyek/atraksi wi-

-

a'
sata, sarana/lingkungan wisata, rekreasi dan hiburan
umum ; :

b. Mempersiapkan rekomendasi dan memproses perizinan .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimansg dimaksud pasal
15 Peraturan Daerah ini, Seksi Ubyek dan Atraksi Wisata -

»

mempunyai fungsi :
a. Mengawasi kegiatan usaha wisata ysng berada dilingkung-

an Wisata ;.
rengevaluasi sarana lingkungan #isata, rekrézri dan hi-

buran umum :;
Menyiapkan rekomendisi dan memproses perizinan kegiatan

- Yang d:flaksanakan .

b.

Pasal 17
Seksi Obyek dan Atraksi Wisata terditri dari
Sub Seksi Ubyek, tempat Kekreasi dan Kawasan JVisata ;

b. Sub Seksi Penyelengg:raan htraksi ;

Sub Seksi Hiburan Umum.
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Pasal 18 _

(1) Sub Seksi Obyek, Lompat Rekreasi dan Kawasan Wisata mey,

punyai tugas melakukan pengavasan obyek wisata dan me =

laksanakan penyelesaian permasalahan ?ehuangan dengan
kreasi kowasan wisata.

aksi mempunyal tugas melg.

terdapatnys tempat re
Sub- Seksi +tenyelenggaraan Atr
iatan penyelenggaraan at .

kukan pengawasan terhadap keg

raksi wisata .
yal tugas melaksanakan .

buran Umum mempun
an rekreasi hiburan umum.

(2)

(3) Sub Seksi Hi
‘pengawasan kegiat

Bagian feempat
» . P 'i . |_,.'
Seksi Bimbingan Masyarakat dan l,formasl Jisata

Pasal 19.
Seksi Rimbingan Masyarakat dan informasi visata mempu -
nyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan serta pelaya -
nan informasi mengenail kepariwisataan kepada .magyarakat.

~ Pasal 20
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal
19 Peraturan Uaerah iini, Seksi Bimbingan Masyarakat dan 1p
formasi Wisata mempunyai fungsi

lielaksanakan kegiatan bimbingan mengenai kepariwisataan;

—

dae
Memberikan pelayanan I, formasi mengenai kepawiwisataan

kepada masyarakat .
Pasal 21

Seksi Bimbingan Masyarakat dan 1 formasi Wisata terdiri:

Sub Seksi Pimbingan Masyarakat ;.

b. Sub Seksi Informasi dan sromosi ;

Sub Seksi Tenaga ferja dan “eterampilan.

i

2z
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B4B vy
-hBaNG DINAS DAN UNIT PELLKS.N. TEKLIS DINAS

Pagal 22

akat mempunyai tugas melaksana

kan kegiatan bimbimgan tentang kepariwisataan kepada ma-

syarakat ;

Sub Seksi lnformasi dan Promosi
kan pelayanan informasi da
wisataan di Daerah ;

mempunyai tugas memberi-
n melaksanakan promosi kepari-

Sub Seksi Tenaga “erja dan keterampilan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan kerja dan peningkatan keterampi -
lan dalam bidang kepariwisataan .

Pisal 23

Perubahan tipe organisasi,, penambahan dan pengurangan sa
tuan organisasi pada Dinas Pariwisata akan diatur kemba-

1i sesuai denpgan peraturan perundang-undangan yang ber -
laku ;

Cabang Jinas dan Unit Pelaksana Teknis Yinas, pembentukan
dan penerapannya akan diatur sesuai dengan peraturan pexr
undang-undangan yang berlaku .

BAB VI
TATA KERJ A
Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas Kepala Yinas, Kepala Sub Bagian

Tata Usaha, Kepala-kepala “eksi, Kepala-kepala Urusan dan
Kepala-kepala Sub Seksi pada Dinas Pariwisata wajib menerap

kan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpli-
kasi, '

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Urganisesi pada lingkungan B:nas-

Pariwisata'bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimb:ngan serta pe-
tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .
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pasal 26

Pas

an Satuan Organisasi pa?a lingk”“zan_H
gwasi bawahannya JaSLﬁs-maslng dan 5
n agar mengambil langgah-langkah
eraturan perunaang_undangan.

-

Setiap Jimpia
pariwisata wajib @enga
bila terjadi penylmpa?ga
yang diperlukan sesuai dengan p

yang berlaku .

Pasal 27
S Jreani i wajib mematuni .
Setiap Pimpinan Patuan Organisasi wajib mematuni peyy,
e =i b kepada atasannya m351ns°?351n5d3.

‘uk dan bertanggung jawa e
genyampaﬁkan laporan perkala tepat pada waktunya .
Pasal 28

Setiap laporan yang
nisasi dari bawahannya,
gai bahan untuk menyampaikan 1
gan yang lebih tingg:i .

wajib diolan dan d
aporan lebih lanju

Jagal 29
Kepala-kepala Seksi pada Jinas Parinisata menyampaikan-
laporannya kcpada Kepalae binas melalui Kepala Sub 3agiian Ta-
; 1 . Adm aid dan manyviigin
ta Usaha yang menampung semua lasoran dim.£iud can menyusun-
nya sebagai laporan berkala Jinas Pariwisata .
Pasal 30
Kepala Dinas dalam menyampalkan laporannya kepads ata -
san, tembusan laporan wajib disampzikan xepada satuan orgeni
sasi lain yang secara fungsional mempunyal hubun, an Lerjz .

Pzsal i

Dalem melaksanakan tugasnya Pimpinan S
pada Dinas ZPariwisata wajib mengadakan rapa

B A B L
KSPEGAAIAN
Pasal 32
(17 K ; ; . e
7 Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olah Gubernur *
g
atas usul &¢r

pada Daerah Tiingkat I Kalimantan Sclatan

la ¥Ygerah ,
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Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala~-kepala Seksi-
pada Dinas Pariwisata diangkat dau dibertrentikan olelr
Gubernur Kepala Daerah Tingket I Kalimantan Selatan -
atas usul Kepala Daerah .

Kepala hepsla Urusan dan iépala-kepala Sub Seksi pada
Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Kepa
la Daerah atam Usul Kepala Dinas .

B AB V1l
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Segala Ketentuan yang berhubungan dengan urusan dibi-
dang Kepariwisatsan yang sudah ada masih tetap berla-
ku sa pai dengan diaturnya ketentuan yang baru berds-
sarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang -
berlaku .,

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pa -
sal ini yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kepeka -
waian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sung
ai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas Pariwisata .

B A.B X
PENUTUP
Pagal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Vaerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudi-
an dengan leputusan Bupati hepala Daerah .

Segala sesuatu yang bertentangan dengan reraturan Dag
rah ini dinyatakan tidaka berlaku .
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(3) Peraturan Dagrah ini mulai berlaku pada tanggal-
diundangkan agar setiap orang mengetahui, meme -
rintahkan pengundangannya dengan menempatkannya-
dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat -

ITI Hulu Sungai Selatan .

Kandangan, 30 Desember 1991,

Bupati Kepala Daerah Tingkat I

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah _ .
Hulu Sungai Selatan,

Tingkat II Hulu Sungai Selatan
Ketua,
Cap. dit.

cape dtt,
H. MOH. ARLAN, SH

M.YUSRAN ANWAR, BA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Kalimantan Sg
latan dengan Surat Keputusan :

Diundangkan dalam Lembaran Dag
rah Kabupaten Daerah Tingkat
II Hulu Sungai Selatan :

Nomor e 3 Nomox : 94/SK-1/KUM,
Pada tanggal : 23 Maret 1992  Tanggal . 10 Maret 1992.
Tahun : 1992, '
Seri : D ..
Lomor seri :_3 _

} o Vi

Sekgeﬁéﬁi§ﬁﬂila ah/Daerah Tingkat II
2 HBulu; Shngai Selatan, , '
\\"7';:‘ B / o z.

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan, . i
szé EAHRI .
NIP. 19690314 199503 1 002 .
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